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ABSTRAK
Musrenbang kelurahan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu ataukelompok) yang berada di Kelurahan Duku, seperti; ketua RT/ RW, kepala dusun/ lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/ nelayan, dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang.Dalam musrenbang kelurahan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang, lurah serta ketua dan anggota Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD)  bertindak sebatas selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas program/ kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang Tahun 2022. Masalah dalam penelitian yaitu Masih banyak usulan kegiatan yang belum terealisasi serta Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang. Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.  Penelitian ini menunjukkan bahwa:  secara keseluruhan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dari yaitu Masih banyak usulan kegiatan yang belum terealisasi serta Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang.
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ABSTRACT
	The village musrenbang in Duku Subdistrict, Ilir Timur Tiga District, Palembang is carried out by a team of village musrenbang organizers who have been formed or previously determined by the lurah, and the participants consist of community components (individuals or groups) residing in Duku Village, such as; RT/RW heads, hamlet/environment heads, Community Empowerment Institutions (LPM), customary leaders, community organizations, school committees, farmer/fisherman groups, and others. Representatives from the participants described the main problems encountered and formulated them to serve as priorities for development activity plans in Duku Subdistrict, Ilir Timur Tiga District, Palembang. In the village musrenbang in Duku Subdistrict, Ilir Timur Tiga District, Palembang, the lurah and the chairman and members of the Village Consultative Body (BPD) acted only as resource persons explaining the priority programs/activities listed in the village's Medium Term Development Plan (RPJM). The purpose of this study was to analyze the implementation of the Development Planning Conference in Duku Village, Ilir Timur Tiga Palembang District in 2022. The problem in the research is that there are still many proposed activities that have not been realized and that community participation in Musrenbang activities has not been optimal. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique.This research shows that: overall the implementation of the Development Planning Meeting in Duku Village, Ilir Timur Tiga District, Palembang has been running as it should. Even though there are still obstacles in its implementation, namely there are still many proposed activities that have not been realized and not yet optimal community participation in Musrenbang activities
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PENDAHULUAN	
Musrenbang merupakan bagian dari forum penyusunan dokumen perencanaan. Mempersiapkan rencana pembangunan dapat dibatasi oleh waktu berbeda, khususnya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan rencana kerja jangka menengah dan  pemerintah serta rencana kerja pemerintah daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang disingkat adalah suatu dokumen yang mempunyai jangka waktu 20 tahun, Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen yang berjangka waktu 5 tahun dan pada Pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan tentang rencana pembangunan tahunan nasional yang disebut  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana pembangunan tahunan. rencana daerah  disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sebagaimana tercantum dalam pendahuluan Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007, 

pemerintah daerah menyelenggarakan forum musrenbang secara bertahap karena adanya keharusan menyusun RKPD. berlangsungnya forum Musrenbang. Tahun depan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat Musrenbang hingga tingkat perwakilan kabupaten/desa, perwakilan kabupaten, perwakilan kota/kabupaten, dan perwakilan provinsi.
Penyelenggaraan Musrenbang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan/desa. Dengan Musrenbang, kami berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Pembahasan mulai dari RT, RW hingga Musrenbang kecamatan. Keterlibatan masyarakat lebih dari sekedar mendukung kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Namun partisipasi tersebut berupa penentuan arah strategi politik, partisipasi menikmati hasil dan manfaat yang dicapai, serta partisipasi berbagi tanggung jawab  dalam proses implementasi.
Setiap tingkat mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional melaksanakan Musrenbang. Di tingkat kabupaten kota, Musrenbang berfungsi sebagai forum pemangku kepentingan daerah.
Untuk membahas prioritas pembangunan daerah dan mengumpulkan informasi untuk pembuatan Rencana Kerja, penting untuk mempertimbangkan keinginan pemangku kepentingan.
RKPD, pemerintah daerah. Forum diskusi tahunan di tingkat daerah, Musrenbang Kecamatan, diadakan untuk mengumpulkan masukan. Usulan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk memutuskan suatu kursus.
Pembangunan yang dilakukan nantinya akan berkontribusi pada hal lain. penyusunan RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun mendatang.
Dengan jumlah penduduk 14.760 jiwa, 6.974 laki-laki dan 7.786 perempuan, Desa Duku merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ilir Timur Tiga Palembang. Luasnya mencapai 421 hektar. 38 RT dan 6 RW seluruhnya membentuk Desa Duku.
Surat Edaran Nomor 53/SE/BPP LITBANG/2021 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Kecamatan, dan Kota Palembang Tahun 2023 Melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan memberikan pembinaan terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Duku, Ilir Timur Kecamatan Tiga, dan Palembang.  
Sesuai pedoman, Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Di Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang, mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dimulai dengan musyawarah di tingkat RW dan kelompok masyarakat stakeholder, termasuk kelompok tani dan nelayan, pemuda, dan perempuan. Musyawarah ini membahas masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat, serta rencana kebutuhan pembangunan.
Musrenbang kecamatan di Desa Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang diselenggarakan oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan yang telah dibentuk atau diputuskan sebelumnya oleh kepala desa. Pesertanya adalah warga masyarakat (individu atau kelompok).
Kenyataannya masih terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum terlaksana dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam acara Musrenbang adalah permasalahan kedua. Rumusan masalah penelitian sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan adalah, “Bagaimana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang pada tahun 2022?”.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang Tahun 2022 berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas. Keunggulan teoritis pertama dari penelitian ini adalah validitasnya. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu, khususnya penelitian administrasi publik dan kebijakan publik. Manfaat kedua adalah manfaat praktis, antara lain memberikan bahan pemikiran dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Koontz O’Donnel (Fathoni, 2011: 29), rincian fungsi manajemen tersebut meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan pegawai, Pengarahan serta Pengawasan. Siagian (Fathoni, 2011: 29) memberikan rincian fungsi manajemen meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Pemberian motivasi, Pengawasan serta Evaluasi.
Memperhatikan fungsi-fungsi manajemen tersebut, dapat diketahui bahwa dalam manajemen Menurut Terry (Fathoni, 2011: 29)  terdiri dari 4 (tiga) fungsi yaitu: perencanaan, pengorganisasian,  pelaksana-an dan pengawasan.  Sedangkan telah diketahui pula bahwa aspek yang terdapat di dalam manajemen adalah manusia/ pengelola dan proses, maka sehubungan dengan penelitian ini Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mencakup salah satu Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu dengan melihat langkat-langkah dalam melakukan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

METODE PENELITIAN
Jenis data dan analisis yang digunakan menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Arikunto merupakan penelitian non hipotetis sehingga tidak perlu membuat hipotesis dalam proses penelitian. Singarimbun dan Effendi (2011:4) memiliki pandangan serupa, menyatakan bahwa penelitian hanya mengembangkan konsep dan mengumpulkan data—bukan menguji hipotesis. Tahun 2022 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang menjadi bahan deskripsi dan analisis penelitian ini.
Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai tiga metode pengumpulan data. Kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi merupakan metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama kali dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dalam Mudir (2016). 
Menurut Terry (dalam Fathoni, 2006:29), pengertian operasional menggunakan teori manajemen, yaitu sebagai berikut: 1) Perencanaan terdiri dari: Sumber daya manusia, dana/anggaran, sarana dan prasarana, 2) Pengorganisasian terdiri dari: Merumuskan secara jelas tujuan, pembagian kerja, dan pendelegasian wewenang, 3) Pelaksanaan terdiri atas: jadwal Musrenbang, tahapan Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang, dan koordinasi, 4) Pengawasan terdiri atas: Pemantauan dan Evaluasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut hasil penelitian untuk melihat Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang ini menggunakan manajemen menurut Terry (dalam Fathoni, 2006: 29) yaitu sebagai berikut: 
1. Perencanaan terdiri dari: 
a. Dari segi kualitas, sumber daya manusia yang terlibat telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan, dan rata-rata pegawai bergelar Sarjana (S-1), meskipun ada juga yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/D3 dan SMA/SMK. Sumber daya manusia yang terlibat berjumlah enam orang, antara lain: pegawai Desa Duku (Lurah, Seklur, Kasi-kasi, Honorer Daerah, dan TKS Desa Duku); tokoh masyarakat Desa Duku; dan ketua PKK Desa Duku.
b. Dana/ Anggaran 
Rp 3.200.000 dialokasikan untuk transportasi tamu undangan, alat tulis, dan fotokopi pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai sumber pendanaan.


c. Sarana dan Prasarana,
Kantor Kepala Desa Duku, Balai Desa Duku, ATK, Printer, Komputer, Kibesarinbesar, Speaker, Mixer, Wifi, Sound system, serta Meja dan Kursi merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pem-bangunan.
2. Pengorganisasian terdiri dari: 
a. Perumusan tujuan dengan jelas
Tujuan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang antara lain 1) memperhatikan aspirasi dan kontribusi masyarakat dalam rangka konsistensi rencana pembangunan kegiatan pembangunan yang disusun oleh pemerintah. 2) dapat mengoptimalkan rencana pembangunan yang mampu menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya di daerah yang bersangkutan.
b. Pembagian kerja 
	Pembagian tugas dalam pelaksanaan keputusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Kepala desa bertugas menentukan jadwal kegiatan Musrenbang, memimpin proses Musrenbang kecamatan, memaparkan hasil usulan kegiatan dan menentukan prioritas kegiatan. hasil persetujuan seluruh peserta Musrenbang, 2) kepala dinas pemberdayaan masyarakat kecamatan bertugas menerima berkas usulan dari RT, RW Toga, tokoh masyarakat, PKK dan menginput data usulan yang disepakati hasil musrenbang. Musrenbang dialihkan ke E-Planning dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Musrenbang kecamatan kepada kepala dinas PMK ketiga kecamatan IT paling lambat minggu kedua bulan Februari. Tahun berjalan, 3) Staf Desa bertugas menyiapkan undangan, daftar hadir, makanan ringan/minuman, sarana dan prasarana acara Musrenbang di Desa 
Duku; dan dokumentasi pelaksanaan Musrenbang Desa.
c. Pelimpahan wewenang
	Di Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang, kewenangan dilimpahkan baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, pendelegasian wewenang dilakukan secara tepat agar tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang terlibat. Pemerintah Kota Palembang memberikan pelimpahan kewenangan kepada Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang, untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Pelimpahan wewenang tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Kepala desa mempunyai kewenangan antara lain: memilih kelompok atau satuan kerja yang akan menyelenggarakan musyawarah; 2) Kelompok atau satuan kerja memilih kewenangan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan musyawarah.
3. Pelaksanaan terdiri dari: 
a. Jadwal musrenbang,
Pelaksanaan pembahasan peren-canaan pembangunan akan berlangsung di Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 mulai pukul 10.00 WIB dan berlanjut hingga selesai di Kantor Desa Duku.
b. Tahapan musrenbang, 
	Dua tahap yang digunakan dalam melaksanakan pelaksanaan Musya-warah Perencanaan Pembangunan di Desa Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palemban: 1) tahap persiapan musrenbang kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut: a) menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Perenca-naan Pembangunan. kegiatan musrenbang kecamatan, b) penerbitan undangan pelaksanaan musrenbang 1 minggu sejak pelaksanaan, c) penyiapan sarana dan prasarana musrenbang. dan 2) tahap pelaksanaan musrenbang kecamatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) sambutan pembukaan oleh Ketua LPMK Kecamatan Duku yang diawali dengan penjelasan maksud dan tujuan musrenbang kecamatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan; dan 2) arahan dari Camat Ilir Timur Tiga atau sekretaris camat. bahwa seluruh usulan akan disampaikan pada musrenbang kecamatan, disertai tanggapan kecamatan mengenai paparan kecamatan terhadap kebijakan dan prioritas program kecamatan, dan 3) pertanyaan dan saran dari peserta musrenbang mengenai usulan pembangunan di daerahnya.
c. Pelaksanaan musrenbang 
	1) Masih banyak usulan kegiatan yang belum terlaksana akibat kurangnya dana/anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Banyak kegiatan tindak lanjut yang disarankan belum dilaksanakan, seperti yang terlihat setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat 41 usulan kegiatan yang diajukan, namun hanya 2 usulan yang benar-benar dilaksanakan. Hanya dua dari 37 usulan kegiatan pada tahun 2021 yang benar-benar terlaksana. Dan hanya 3 dari 39 usulan pada tahun 2022 yang benar-benar dilaksanakan. 2) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam acara Musrenbang. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat secara keseluruhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. 60 peserta bertambah setelah kehadiran awal hanya 70 orang. Hal ini menunjukkan betapa keterlibatan masyarakat menurun dari tahun ke tahun. Kenyataan bahwa banyak kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam musrenbang pada tahun berikutnya, sehingga berkontribusi pada penurunan partisipasi masyarakat setiap tahunnya. Selain itu, masyarakat masih merasa tidak puas dan kurang percaya terhadap pelaksanaan Musrenbang. Masyarakat menganggap Musrenbang hanya sekedar janji. Hal ini terjadi karena salah satu usulan yang disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang tidak dilaksanakan.
d. Koordinasi
	Kecamatan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang melakukan koordinasi pelaksanaan keputusan perencanaan pembangunan dengan sejumlah pihak, termasuk koordinasi internal dengan seluruh pegawai kecamatan (antara lain Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi PMK, Honorer Daerah, dan TKS Kecamatan Duku). Sementara itu, Ketua RT/RW, Pihak Kecamatan, Ketua LPMK, fasilitator, Dinas Terkait, dan Pemerintah Kota dilibatkan dalam koordinasi eksternal. RT/RW yang dimaksud, yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh masyarakat, menangani tahap koordinasi pelaksanaan musrenbang kecamatan. Koordinasi dengan kelurahan dilakukan selanjutnya, setelah itu koordinasi dengan kelurahan berasal dari kecamatan. Koordinasi dengan fasilitator dan pemerintah kota sebaiknya dilakukan dari kecamatan.
4. Pengawasan terdiri dari:
a. Monitoring 
Kepala Desa, Kepala LPMK, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa memantau pelaksanaan Musyawarah Perenca-naan Pembangunan. Menyusul pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan dilakukan pemantauan. Tujuan pemantauan adalah untuk mengawasi atau mengawasi usulan pembangunan yang telah disetujui dari tingkat kecamatan hingga kecamatan untuk selanjutnya akan dibahas di tingkat kota. Proses Musrenbang diawasi secara ketat mulai dari tingkat kecamatan untuk memastikan bahwa usulan pembangunan akurat dalam hal skala prioritas dan besarnya anggaran yang tersedia.
b. Evaluasi
Kepala desa, Ketua LPMK, dan pihak-pihak lainnya mengevaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah musrenbang tingkat kecamatan selesai, maka evaluasi pun selesai. Ada beberapa hal yang dievaluasi seperti acara musrenbang, pemerataan pembangunan, usulan prioritas pembangunan, dan usulan yang belum terealisasi. Evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk: 1) mengetahui sejauh mana hasil usulan telah tercapai; 2) memastikan apakah hasil usulan musrenbang, khususnya yang bersifat prioritas, telah terlaksana seluruhnya; dan 3) memastikan evaluasi hasil usulan pembangunan dalam musrenbang.


KESIMPULAN		
Di Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sebagian besar berjalan sesuai rencana. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang belum optimal dan masih banyak usulan kegiatan yang belum terlaksana sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
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